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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

: bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah

Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan
Informasi  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  kepada
Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Estandar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,
dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikatif
Intensif dan Dana Operasional,

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran
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Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 7 Seri
E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2006
tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 8 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Kabupaten Pamekasan
Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008
Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi
Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan lkan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 2 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor
1);



44. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun 2013
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2013 Nomor 13);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor ... Tahun 2014
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2014 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 .

Pasal 1

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan AsliDaerah...........ccccoooeieeiiiiiiiiiiiiieeeeeeee, Rp 89.462.536.535,55

b. Dana Perimbangan........ccccccccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeee Rp 864.973.186.637,00

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah ...........ccccccevvveevieeecieeccnen, Rp 265.413.301.136,00
Jumlah Pendapatan............cccccuuveiiiiiiiiiiiiiiiiiiie Rp1.219.849.024.308,55

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawal.............uuueuuuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnns Rp 622.191.084.311,33
2) Belanja Bunga...........ccooviiiiiiiiiiie e Rp 2.041.838,00
3) Belanja Subsidi...........oooooiiii Rp 0,00
4) Belanja Hibah.............coo Rp 127.931.585.622,00
5) Belanja Bantuan Sosial ............c..ccooovvviiiiiiiiiiie e, Rp 30.330.687.658,00
6) BelanjaBagi Hasil...........cccoooeiiii Rp  1.780.000.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan..........ccccooeevvvviiieeeiiiinnenenns Rp 39.326.990.750,00
8) Belanja Tidak Terduga ...........ccoeeeeveiiiiiiieeeeeeeeeee Rp 1.327.875.600,00

Rp 822.890.265.779,33
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawal............cccciiiiiiiiiiiiicciiii e, Rp 27.984.031.600,00
2) Belanja Barang dan Jasa ........cccccccvveiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn, Rp 170.605.521.142,70
3) BelanjaModal ............coooviiiiiiiiiii e, Rp 146.091.858.518,00
Rp 344.681.411.260,70

Jumlah Belanja............cccoooiiiiiiii Rpl1l.167.571.677.040,03
SUrPIUS/(DEFISIE) ...t Rp 52.277.347.268,52




3. Pembiayaan :

a. Penerimaan .......cccooooi i Rp 157.407.250.323,35

D. Pengeluaran ............ccccuuuiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiii Rp 10.822.550.125,00

Jumlah Pembiayaan Netto............cccccceeeiiiiieeivciiicceeeee Rp 146.584.700.198,35

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan......... Rp 198.862.047.466,87
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
‘,/Q'ﬁ(aﬁa tanggal 11 September 2014
f( ‘ )‘

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 September 2014

i p\'SEKRE [ARIS DAERAH

: N PAMEKASAN,




